


PENERAPAN PIDANA TERHADAF IBU RUMAH TANGGA SEBAGAIL
PENGEDAR NARKOTIKA GOLONGAN 1 DM WILAYAH HUKUM
PENGADILAN NEGERI PADANG

(Shery Selvin Rowa, BP 013,940,081, Fakultas Hukum Unand. 54 halaman, 200%)

ABSTRAK

Masalah percdaran narkotika dikalangan masyarakat umum memerlukan
perhatian vang cokup hesar dari pibak pemerintall dan aparat penegak hukum pada
khususnya untuk menanppulangi masalah ini. Mamun dalam hal ini pelaku dalam
tindak pidana narkotika bukan hanva dilakukan oleh kaum lelaki saja namun Kini juga
dilakukan oleh kaum wanita babkan [bo Rumah Tangea. Di dalam pencrapan sanksi
vang dijatehkan ferhadap pelaku sebapal pengedar dalam tindak pidana narkotika
harus di laksanakan scbaik-baiknya dengan tetap mengacu Kepada Undang-undang
Momor 22 Tahun 1997 lenang Narkotika, Disamping ity ibu rumah tangga yang
menjadi pengedar narkotika harus harus tetap dibenkan perlindungan dan pembinaan
vang layak agar dapat i terima lagi di dalam masyarakat. Dari vraian di alas vang
menjadi perumusan masatah disini adalah bagaimanakah pencrapan pidana terhadap
ibu rumah tanpga schapai pelaku pengedar narkotika polopgan | di wilayah
Pengadilan Megeri, bagmimanakah pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana
terhadap ibu rumah tanppa yang melakukan tindak pidana pengedaran narkotika,
bagaimanaksh pelaksanaan putusan hakim dalam tindak pidana pengedaran narkotika
vang dilakukan oleh terhadap seorang ibu rumah tangga. Dalam menjowab
permasalahan di atas penulis menggunakan  pendekatan vang bersifat yondis
sosiologis (empins), vailu pendekatan masalah vang dilakukan terhadap peratoran
perundang-undangan yang dibubungkan dengan kenvataan di lapangan. Selain itu
data diperoleh melalui study kepustakaan, study dokumen, wawancara dengan para
Hakim vang ada Pengadilan Megeri 1A Padang. Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan dapat disimpulkan bahwa bentuk pidana vang diberikan hakim techadap
ibu remah iangea yang menjadi penpedar dalam tindak pidana narketika berups
pidana penjara yang lamanya tergantung pada fakia dan bukti-bukt yang terungkap di
persidangan dan juga didasarkan ates perimbangan hakim. Biasanva hakim tidak
mempunyai kesulitan dalam menjatubkan pulesan terhadap ibu romah tangea. Karena
biasanya terdakwa di dalam persidangan tidsk pernosh berbeln-belit atae beresaba
menyanghkal perbuatannya, seria menyesali perbuatan vang telah dilakukannya



BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap individu dalam kehidupan bermasvarakatl segala tingkab lakunya
diatur oleh hukum, baik hukum adat di dacrabnya mavpun hukum vang telah
diciptakan pemenintah, Schagai patokan hukum dapat menciptakan keterithan dan
kedamaman  dalam  ketndupan bermasyarakat. Tap pada kenvalaannya masih
banyak masyarakat vang berusaha melanggar hukum. Dalam bal bukum, entunya
kita sermua ingin mewdjudkan tojuan nasional sebagaimana vang telab dimaksod
dalam Pembukaan Undanp-Undang Dasar 19495 vaito melindungi segenap bangsa
Indonesin dan selurch [urn]'rah_damh Indomesia ddan memajukan kesejahicraan
umum, mencerdaskan kebidupan bangsa dan thut melaksanakan ketertiban dunia
vang berdasarkan kemerdckasn. perdamalan abadi dan keadilan sosial maka
mutlak diperlukan  pepegak bukum dan ketertiban secara konsisten  dan
berkesinambungan,

Monma dan kaedah vang berlaku dr masvarakal sl ini sudah tidak lagi
dipatuhi dan dihormati schingga banyak sekali pelanggaran-pelanggaran vang
dilakukan. Untuk o masyarakal memerlukan hukum vang berfungsi schapai
pengatur sepala tndak landuk manusia dalam masyamkat, oleh karena jhe,
dalam  menjalankan  fungsi  hukom o pemerintah dapat menggunakan ala
paksa yang lebih keras yanu berupa sanksi. Sanksi merupakan suaty akiba yvang

timbul diberikan dari reaks: atas suatu perboatan, conlohnya sanksi pidana vang



dapat juga diberikan terhadap ithu rumah tangga sebapai pelaku pengedar
narkotika vang saat ind merupakan hal yang perlu sckali mendapat perhatian
khusus mengingat dampak-dampak vang dapat diimbulkan dan penpedaran
narkotika tersebul.

Jika dilibat di lapangan peredaran narkotika sudah menjadi keterikatan
vanyg amal erat dengan peningkatan sumber penghasilan. Persoalan mlah yang
selalu memicu hasral masyvarakal maupun thu rumah ngga ontok mencan
tambahan penghasilan uniuk memenuhi kebutohan keluarganya, sebagal contoh
pada kasus vang telah diputus di Pengadilan Negen Padang seorang ibu rumah
tanpea asal Aceh yang di vonis 7 (tujuh) tahun penjara kacrena terhukti sehaga
pengedar ganja atan narkotika golongan 1 sebanyak 1 kg dengan dalih pemenuhan
kebutuhan keluarga, perbuzatan ini dikotakan oleh magehs telah melangpar Pasal
82 Aval | hural a UL oo, 22 Tahun 1997 tentang parkotika. Yonis ini, lebih
ringan tiga tabun jika dibandingkan Jaksa Penuntol Umum vang menuntut sl
pelakua 10 {sepuluh} tahun ]’H:I'ijl.rﬂ.i

Markotika pada dasamyva merupakan jenis @al atae baban vang amal
penting diperlukan dibidang kesehatan dan pengembangan 1lmo pengetahuoan vang
pemakaiannya pun terkadang  bharus dilakukan secara terus menerus uniuk
pengobatan sepertl dalam hal mercka yang mengalami pembedahan. Namun di
sist lamn pemakatan marketika kini banvak di salahgunakon dengan kata lain
narkotika telah menpadi Konsiemes pribaci tampa sbanva resep dan dokter yang

berwenang,  Munpgkin clisatn prhak pemakaian Narkotika  tersebut akan

: www piorde.com, Padang Meiro.mei 2008,



BABE 1V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari Pembahasan sebelumnyva, maka dapat diambil kesimpulan sehagai

beriku -

Penerapan pidana terhadap para pelaku pengedar narkolika golongan |
(daun ganja) yang pelakunya adalah lbu Rumah Tangga di nvatakan telah
miclanggar pasal pasal 82 avat | horuf a Undanp-undang ne. 22 whun 1997
yaitu mengimpor. mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan,
menjual, membeli. menyerahkan, menerima. menjadi perantara dalam jual
beli. atau menukar narkoiika polongan |, di pidana dengan pidana mati
atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 (dua
pulub) tahun dan denda paling banyak Rp. 1OGOAO0000.00 (satu milyar
rupiah}. MNamun dalam pencrapan it sendin terkadang dalam penjatuhan
hukuman tdak sesusi dengan funtutan penuniut umum yane  mana
pencrapan bukumannya lebih ingan dard tuntutan penuntutl umum.

Hakim dalam menjatuhkan petusen erhadap Tbu Rumah Tangea vang
melakukan  tindak  pudana pengedar narkotika berdasarkan  pada
pertimbanpan-pertimbangan baik o vang  meringankan MHILPLR yang
memberatkan. Adapun pertimbangan

|. Terdakwa belum pemah melakukan tindak pidana sebelumnya, baik iw

tindak pidana narkolika mavpun tindak pidana lainnya.
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